SENIN WAGE, 9 NOVEMBER 2020 ( 23 MULUD 1954 )

Yadoubatan Ralyat

"KEDAULATAN RAKYAT” HALAMAN 9

BUPATI SLEMAN

TENTANG

PENETAPAN KALURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Pemerin-
tah Daerah Kabupaten/Kota mene-
tapkan Peraturan Daerah tentang Pe-
netapan Desa dan Desa Adat di wila-
yahnya,

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
24 ayat (1) Peraturan Daerah Istime-
wa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelem-
bagaan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta mengamanat-
kan untuk mewujudkan visi dan misi
Pemerintah Daerah dan terselengga-
ranya urusan keistimewaan DIY, ma-
ka kelembagaan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa harus selaras dengan Perang-
kat Daerah DIY;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penetapan
Kalurahan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Dae-
rah Istimewa Yogyakarta (Berita Ne-
gara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 44),

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia Nomor
5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia Nomor
5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten-
tang Pemerintahan Daerah (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Ta-
hun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 Hal Pem-
bentukan Daerah-daerah Kabupaten
di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelak-
sanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia No-
mor 5539) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Peme-
rintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten-
tang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Repu-
blik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode
dan Data Wilayah Administrasi Peme-
rintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2018 tentang Kelembagaan Peme-
rintah Daerah Daerah Istimewa Yog-
yakarta (Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 No-
mor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
7);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019
tentang Pedoman Kelembagaan Uru-
san Keistimewaan Pada Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Be-
rita Daerah Daerah Istimewa Yogya-
karta Tahun 2019 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN KALURAHAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimak-

sud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
yang merupakan kesatuan masyara-
kat hukum yang terdiri atas gabungan
beberapa Padukuhan yang mempu-
nyai batas-batas wilayah tertentu dan
harta kekayaan sendiri.

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah
dibantu Pamong Kalurahan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan
Kalurahan.

3. Kapanewon adalah sebutan Kecama-
tan di wilayah Daerah Istimewa Yog-
yakarta yang merupakan bagian wila-
yah dari daerah Kabupaten dan meru-
pakan perangkat daerah Kabupaten.

4. Batas Kalurahan adalah batas wila-
yah yurisdiksi pemisah wilayah pe-
nyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan suatu
Kalurahan dengan Kalurahan lain.

5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

6. Pemerintah Daerah adalah Pemerin-
tah Kabupaten Sleman.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang selanjutnya disebut DPRD ada-
lah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sleman.

8. Bupatiadalah Bupati Sleman.

BAB Il
PENETAPAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetap-
kan 86 (delapan puluh enam) Kalura-
han.

(2) Kalurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tersebut dalam Lampi-
ran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB Il
KEWENANGAN

Pasal 3

Kewenangan Kalurahan meliputi:

a. kewenangan berdasarkan hak asal
usul;

b. kewenangan lokal berskala Kalura-
han;

c. kewenangan yangditugaskan oleh:

1. Pemerintah;

2. Pemerintah Daerah Daerah Isti-
mewa Yogyakarta; atau

3. Pemerintah Daerah.

d. kewenangan lain yang ditugaskan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta, atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 4
Pemerintah Kabupaten melakukan pene-
tapan dan penegasan batas Kalurahan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5

(1) Pemerintah Kalurahan terdiri dari
Lurah dan Pamong Kalurahan.

(2) Pamong Kalurahan sebagaimana
dimaksud ayat (1) terdiri dari:

a. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga)
urusan;

b. Pelaksana Teknis terdiri dari 3
(tiga) seksi; dan

c. Pelaksana Kewilayahan yaitu
padukuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
pedoman susunan organisasi dan
tata kerja Pemerintah Kalurahan di-
atur dengan Peraturan Bupati berpe-
doman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

a. Kepala Desa dan Perangkat Desa
yang bertugas sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini tetap melak-
sanakan tugas berdasarkan keten-
tuan peraturan perundang-undangan;

b. Semua penggunaan nomenklatur
Desa menjadi nomenklatur Kalurahan
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

c. Penyebutan nomenklatur Kalurahan
dalam bidang administrasi kependu-
dukan, pencatatan sipil, administrasi
pertanahan dan administrasi lainnya
yang secara nasional tetap menggu-
nakan nomenklatur Desa dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang dimaknai
sebagai Kalurahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai
berlaku, semua ketentuan produk hukum
daerah yang mengatur mengenai Desa
yang ditetapkan sebelum ditetapkannya
Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Daerahiini.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan
dan penyesuaian dari Peraturan Daerah
ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua)
tahun sejak Peraturan Daerah ini diun-
dangkan.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, me-
merintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
padatanggal 8 Januari 2020

BUPATISLEMAN,

ttd/cap
SRIPURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap
SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABU-
PATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (2,2/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN KALURAHAN

. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat
beberapa urusan keistimewaan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), meli-
puti: (1) tata cara pengisian jabatan, kedu-
dukan, tugas dan wewenang Gubernur
dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan
Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan;
(4) pertanahan dan (5) tata ruang. Se-
bagai tindak lanjut dari Undang-Undang
dimaksud, telah ditetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
2017 tentang Kelembagaan Pemerintah
Daerah DIY, Pasal 7 ayat (1) menye-
butkan bahwa, dalam memperhatikan
bentuk pemerintahan asli, Pemerintah
Daerah DIY dapat menggunakan penye-
butan perangkat daerah dan jabatan pada
perangkat daerah DIY, Kabupaten/Kota,
dan Desa sesuai dengan kearifan lokal
tanpa merubah struktur pada perangkat
daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun
2018 tentang Kelembagaan Pemerintah
Daerah DIY, Pasal 24 ayat (1) menye-
butkan bahwa, untuk mewujudkan visi
dan misi Pemerintah Daerah dan terse-
lenggaranya urusan keistimewaan DIY,
maka kelembagaan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
harus selaras dengan Perangkat Daerah.
Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa, dalam
melaksanakan urusan keistimewaan DIY,
Pemerintah Daerah DIY dapat menugas-
kan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa.

Sehubungan dengan pelaksanaan
urusan keistimewaan Pemerintah Daerah
DIY serta dalam rangka penyelarasan
kelembagaan Pemerintah Desa, maka
kelembagaan Pemerintah Desa di Kabu-
paten Sleman perlu diselaraskan dengan
kebijakan dari Pemerintah Daerah DIY
dengan mengembalikan kelembagan
Pemerintah Desa sesuai dengan bentuk
pemerintahan asli di DIY, yaitu penye-
larasan nomenklatur Desa menjadi Kalu-
rahan. Dalam pelaksanaannya Kalurahan
berkewajiban melaksanakan konsultasi,
koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan
tugas kepada Kapanewon.

Salah satu tujuan pengaturan desa di
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, yaitu untuk mem-
berikan kejelasan status dan kepastian
hukum atas desa dalam sistem ketatane-
garaan Republik Indonesia demi mewu-
judkan keadilan bagi seluruh rakyat Indo-
nesia dengan memperhatikan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Ke-
satuan Republik Indonesia. Berdasarkan
ketentuan Pasal 116 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa
yang sudah ada sebelum Undang-
Undang ini berlaku tetap diakui sebagai
desa dan Pemerintah Daerah menetap-
kan Peraturan Daerah tentang Pene-
tapan Desa.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam
rangka menyelaraskan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta, melakukan penetapan Kalu-
rahan sebagai sebutan nama lain Desa
sejumlah 86 (delapan puluh enam) Kalu-
rahan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut
di atas, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman tentang
Penetapan Kalurahan.

Il. PASALDEMIPASAL
Pasal 1
Cukupjelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Yang dimaksud “ketentuan Produk
hukum daerah yang mengatur me-
ngenai Desa” misalnya mengenai
Badan Permusyawaratan Desa
dimaknai Badan Permusyawara-
tan Kalurahan, Perangkat Desa di-
maknai Pamong Kalurahan, Lem-
baga Kemasyarakatan Desa di-
maknai Lembaga Kemasyarakatan
Kalurahan.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 158

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH

NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN KALURAHAN

KALURAHAN DI KABUPATEN SLEMAN

NO KAPANEWON KALURAHAN KODE
2 | 2 3 1 a
8 5 Gamping 1. Balecatur 34.04.01.2001
=2 Ambarketawang I 24.04.01.2002
3. Banyvuraden 34.04.01.2003
. Nogotirto 34.04.01.2004
S Trihanggo 34.04.01.2005
2. | Godean 1. Sidorejo 34.04.02.2001
2. Sidolubhur 34.04.02.2002
3. Sidomulyo 34.04.02.2003
. Sidoagung 24.04.02.2004%
5. Sidolkarto 34.04.02.2005
. Sidoarum 34.04.02.2006
T Sidomoyo 34.04.02.2007
_13‘_ -i'.\«".loyudan = -] 3 Smbcrrai')z\yu __::-;4_04_0--‘3_260 1
2. Sumbersari 34.04.03.2002
3. Sumberagung 34.04.03.2003
<. Sumberarum 34.04.03.2004
=, Minggir Sendangarum 34.04.04.2001
2. Sendangmulyo 34.04.04.2002
__CL Sendangagung 24.04.04.2003
4.. Sencl.angsar.i 34.,04;04:2004
5. Sendangrejo 34.04.04.2005
S. Seyegan 1. Margoluwih 34.04.05.2001
2, Margodadi 34.04.05.2002
3. Margokaton 34.04.05.2003
. Margomulyvo 34.04.05.2004
=P -ﬂ;[_ax'goglgung 34.04.05.2005
. Mlati s Sinduadi 24.04.06.2001
2. Sendangadi 34.04.06.2002
3. Tlogoadi 34.04.06.2003
= Tirtoadi 34.04.06.2004
5. Sumberadi 34.04.06.2005
7. Depole L Caturtunggal 24.04.07.2001
2. Maguwoharijo 34.04.07.2002
3. C()nc:l()r)gcul._l_xr‘ 34.04.07.2003
8. Berbah 1. Sendangtirto 34.04.08.2001
2. Tegaltirto 34.04.08.2002
3. Kalitirto 24.04.08.2003
<. Jogotirto 34.04.08.2004
9. Prambanan i Sumberharjo 34,()4.()‘_-)-2‘1-::{!()1
2. Wukirharjo 34.04.09.2002
3. Gayamharjo 34.04.09.2003
. Sambirejo 34.094.09.200<%
5. MadLn'e_-io 34.04.09.2005
6. Bokoharjo 24.04.09.2006
10. | Kalasan 1. Purwomartani 34.04.10.2001
2. Tirtomartani 34.04.10.2002
3. Tamanmartani 34.04.10.2003
4. Selomartani 34.04.10.2004
11.| Ngemplalk 1. Sindumartani 34.04.11.2001
=2 Bimomartani 34.04.11.2002

34.04.11.2003

_:3_ Widodomartani

. Wedomartani 34.04.11.2004

5. Umbulmartani 34.04.11.2005

12. | Ngaglik ¥ 5 Sariharjo 24.04.12.2001

= Minoxn;\.rtani 34.04.12.2002

3. Sinduharjo 34.04.12.2003

. Sukoharjo 34.04.12.2004%

= Sardonocharjo 34.04.12.2005

. Donoharjo 24.04.12.2006

13, | Sleman 1. Caturharjo 34.04.13.2001
2. Triharjo T 34.04.13.2002

3. Tridadi 34.04.13.2003

3. Pandowoharjo 34.0<4.1 3.20_04

5. Trimulyo 34.04.13.2005

14. | Tempel 1. Banyvurejo 34.04.14.2001

2 Tambalrejo 34.04.14.2002

3. Sumberrejo 24.049.14.2003

<. Pondoqu}o 34.04.14.2004

S Mororejo 34.04.14.2005

6. Margorejo 34.04.14.2006

e Lumbu l:ag,r(_-_jc) 24.04.14.2007

5. Merdikorejo 34.04.14.2008

15.| Turi 1 1. Bangunkerto 34.04.15.2001

2. Donokerto 34.04.15.2002

3. Girikerto 34.04.15.2003

<. Wonolkertao 34.04.15.2004

16. | Palkem s Purwobinangun 34.04.16.2001

=2 Candibinangun 34.04.16.2002

3. Harjobinangun 34.04.16.2003

4. Pakembinangun 34.04.16.2004

5. Hargobinangun 34.04.16.2005

17.| Cangkringan 1. Argomulyo 34.04.17.2001

2. Wukirsari 34.04.17.2002

3. Glagahario 34.04.17.2003

<} . Kepuharjo 34.04.17.20045

5. Umbulbhatjo 34.04.17.2005

e

Kabupaten Sleman

BUPATI SLEMAN,

ttcl

SRI PURNOMO




